
Mentui Perenunaan Pembangunan NasionaU

Kepala Badan Perencanun Penbangunan Nuional

SAIINAN
KEPUTUSAN MXNTTRI PIRENCANAAN PEMBANGUNAN NASIO

KEPAI.A BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,
NOMOR KEP.66 / M.PPN / HK/ 05 / 20 79

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA

PADA KE,MENTERIAN PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI
BADAN PERENCANAAN PE,MBANGUNAN NASIONAI,

MENTERI PERNNCANAAN PE,MBANGUNAN NASIONAL/
KEPAU. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAT,

Meninrbang a bahwa dalant rangka penyele n134araan tugas dan
Menteri Pererlcanaan Pembangunan Nasional/Kepal
Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Pengguna
perlu menetapkan status penS[aunaan Barang Milik Ne

bahwa Barung Milik Negara pada Kementerian Pere

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pe

Nasional yang tidak memiliki bukti kepemiiikan deng
perolel.ran sampai dengan Rp100.0O0.000,- (sera

rupiah) per unit/satuan perlu ditetapkan

wnSSvnaannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana d
dalam huruf a dan huruf b, perlu nrenetapkan Ke

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepa
Perencanaan Pembangunan Nasional tentan8 Penetapa

Men8lnSat

PensSuluan Barang Milik Negara pada Kern

Perencanaan Pembangunau Nasional/Badan Pele

Pembanglnan Nasional.

Undang-UndanS Nomor 1 Tahun 2OO4

Perbendahataan Negara (Lembaran Negara Republik I
Tahrn 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Indonesia Nomor 4355);

Peratumn Pernerintah Nonlor 27 Tahun 2074
Pengelolaan Barang Milik Negar a / D aer ah (Irmbaran
Republik Indonesia l?hun 2014 Nouror 92, Ta

ixmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)l
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Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 201,5 tentang
Kementerian Negara (l-embaran Negara Republik
Tahun 201 5 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015
Kenlenterian Perencanaan Pembangunan Nasional (Le

Negara Republik Indonesia Tahun 201 5 Nomor I 1 2);

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang
Perencanaan Pembangunan Nasional ([embaran
Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 113) se

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nontor 20
2076;

6 Peraturan Menteri Perencanaan Pe

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nomor 4 Tahun 20'16 tentanS OrSanisasi dan Ta

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasio
Perencanaan Penrbangunan Nasional, sebagainra

diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pentba
Nasional/Kepala Badan Percncanaan Pembangunan
Nomor 6 Tahun 201 7;

Peratutan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.
tenlang Tata Cara Pelaksanaarl PenSgunaan Bar
Negara sebagainnna telah diubah dengan Peraturan

Keuangan Nomor 87IPMK.06/ 2016;

P eratvran Menteri Keuangan Nomor 4 / PMK. O 6 / 20 7 5

Pendelegasian Kewenangan dan Tanggwg Jawab T'

Pengelola Barang kepada Pengguna Barangl

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBAN

NASIONAL/KEPAI-A BADAN PERINCANAAN PEMBAN

NASIONAL TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN
MILIK NEGARA PADA KEMXNTERIAN PEREN

PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PEREN

PEMBANGT]NAN NASIONAL.

Menetapkan status penSSun aan Batan1 Milik Negar
Kenrenterian Perencanaan Pembangunan Nasi

Perencanaan Pembangunan Nasional dengan nilai
seluruhnya sebesar Rp465.539.096 (empat ratus enanl

)
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Menetapkan

PERTA.T,IA

juta lima ratus tiSa puluh sembilan ribu sembilan pulu
rupiah).
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Barang Milik Negara sebagaimana dinuksud dalant
PERTAMA dicatat dalam Daftat Barang Kuasa PenSSuna

Pengguna Barang dan Daftz'r Baran1 Pengguna pada Pe

Barang.

Menteri Perencanaan Pembangrnan Nasional/Kepala
Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Se

Kenrenterian Perencanaan Pembangunan Nasional/Se
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Kuasa Pe

Barung dLpat melakukan pemanfaatan atau pemindah
Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam
PERTAMA kepada plhak lain, setelah ntendapat persetujuan
Keuangan selaku Pengelola Barang sesuai ketentuan pe

pntndang-undangan.

Pengguna Barang wajlb melakukan monitoring dan eval

Wnggnnaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud
Diktum PERTAMA.

Segala biaya yang dipertukan dalam rangka pe

pemehharaan Barang Milik Negara sebagaimana di
Diktum PERTAMA dibebankan pada Anggaran Penclapa

Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pe

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jaka
pada tanggal 8 Mei

MXNTERI PIRENCANAAN PEMBANGI,]NAN NASIONAL/
KEPAI/. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO
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Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

.-

RR. futa Erawati



DAFTAR PINETAPAN STATUS PENGGT]NAAN BARANG MILIK NEGARA

PADA KXMENTERIAN PERENCANAAN PIMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERINCANAAN PEMBANCUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PIRENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

BAMBANG P.S. BRODJONIGORO

nd

No Kode Nanla Barang NL]P Merk/ TWe Jumlah
Nilai Perolehan

(Rp)

I z IJ 4 5 (i 7 8

I 3080305002 UNINTERRUFTIBLE POWER SUPPLY (UPS) Liebert GXT 3- l OOO 1 58.192.387

2 3080305002 UNINTERRUP|IBLE POWER SUPPLY (UFS) 62 30/06/ 2015 Liebert GXT 3- I O0l 1 54.192.347

3 3080305002 UNINTERRUrflBLE T'OWER SLIPPI,Y (UPS) 6ll Liebert GXT 3- I OO2 I 54.192_347

4 3080305002 UNINTERRUMIBLE POWER SUPPLY (UPS) 64 30/ 06/2015 Liebert GXT 3- 1O03 I 58.192.387

5 3080305002 UNINTERRUMIBLE POWER SUPPLY (UPS) 65 30/06/2015 Liebert GXT 3- 1004 1 58.192.3a7
(i 3080305002 UNINTERRUPfIBLE POWER SUPPLY (UPS) 66 Liebert GXT 3-'l OO5 1 54.192.347

7 l.!080305002 67 30/06/2015 Liebert GXT 3- I 006 1 5a.192.387

8 3080305002 UNINTERRUMIBLE POWER SUPPLY (UPS) 68 30/06/2015 Liebert G)(T 3- 1O07 1 58.192.387
TOTAL 8 465.539.096

Salinan sesuai de aslin

Kepala Biro Hukum,

RR. Rila ri

SALINAN
tAMNRAN
KEruTUSAN MXNTERI PPN/ KEPALA BAPPINAS

NOMOR KEP.66/M.PPN/HK/05/20 1 9
TANGGAL 8 MEI 2019

Tanggal
Perolehan

6l 30/06/2015

30/06/2015

30/06/2015
UNINTIRRI.'PTIBLE POWER SUPPLY (UPS)


